
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 Faktor pertama adalah rendahnya literasi atau pemahaman pelaku usaha 

terhadap Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri. Di lapangan ditemukan bahwa 

seratus persen pengurus BUMDES dan petani mitra tidak mengetahui istilah 

"akad mudarabah", sebagaimana pernyataan salah satu pengurus, A Yoga, yang 

mengatakan  

"Akad mudarabah itu apa ya?".  

Hal ini disebabkan oleh belum pernah adanya pelatihan, tidak tersedianya 

buku panduan, serta latar belakang pendidikan para pengurus yang rata-rata hanya 

lulusan SMA. Akibat dari ketidakpahaman ini, shighat ijab qabul tidak pernah 

dibuat dan nisbah bagi hasil tidak pernah ditetapkan, sehingga menurut pendapat 

Wahbah Zuhaili, akad yang terjadi menjadi batal secara hukum. Secara sosial, 

praktik bagi hasil hanya berjalan mengandalkan "kepercayaan" semata dan bukan 

berdasarkan hukum, sehingga kondisi ini sangat rawan memicu konflik di 

kemudian hari. 

b. Faktor penghambat kedua adalah lemahnya tata kelola dan dokumentasi 

administrasi. Di lapangan ditemukan fakta bahwa tidak ada perjanjian tertulis 

antara BUMDES dan petani, tidak ada Anggaran Rumah Tangga (ART) khusus 

untuk unit usaha jamur, tidak ada laporan keuangan bulanan, dan BUMDES 



 

 
 

sempat vakum pada tahun 2021 sehingga data-data penting pada periode 

tersebut hilang. Penyebab utamanya adalah SDM yang tidak kompeten di 

bidang administrasi serta adanya anggapan bahwa pembuatan dokumen adalah 

hal yang "ribet". Kondisi ini jelas bertentangan dengan QS Al-Baqarah ayat 282 

dan prinsip al-kitabah (penulisan) dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena jika 

terjadi sengketa di masa depan, tidak ada satupun bukti tertulis yang dapat 

dijadikan dasar hukum. Dari sisi ekonomi, ketiadaan dokumentasi membuat 

BUMDES tidak mampu mengevaluasi untung atau rugi usaha, sehingga dana 

BUMDES pun menjadi rawan diselewengkan. 

c. Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia yang 

kompeten. Dari lima orang pengurus BUMDES, tidak ada satupun yang 

memiliki pemahaman tentang akuntansi, bahkan bendahara sendiri mengaku 

tidak bisa membuat laporan laba rugi usaha. Penyebabnya adalah proses 

rekrutmen pengurus yang dilakukan berdasarkan faktor "kedekatan" bukan 

berdasarkan kompetensi, serta tidak adanya anggaran khusus untuk pelatihan. 

Dampaknya, tidak ada pihak yang mampu membuat draf akad, menghitung 

nisbah, dan melakukan audit usaha, sehingga praktik usaha berjalan apa adanya 

tanpa pengelolaan yang profesional.  

Dari sisi kelembagaan, BUMDES pun tidak berkembang karena terus dikelola 

oleh orang yang sama tanpa tambahan keahlian atau keterampilan baru. 

d. Faktor penghambat keempat adalah keterbatasan permodalan dan tingginya 

risiko usaha. Modal awal yang tersedia hanya Rp 15.000.000 untuk membeli 

1.000 baglog, sementara harga jual jamur tiram di pasaran sangat fluktuatif, 

berkisar antara Rp 18.000 hingga Rp 28.000 per kilogram.  

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan APBDes untuk mendukung 

pengembangan usaha serta rasa takut dari pengurus untuk mengajukan Pinjaman 

Modal Desa (PMD) karena khawatir modal tidak kembali. Karena rasa takut akan 

kerugian ini, BUMDES sengaja tidak membuat akad yang mengikat secara hukum 

dan pembagian hasil dilakukan secara "kekeluargaan" agar sewaktu-waktu bisa 

diubah-ubah. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip At-



 

 
 

Tawazun (keseimbangan) dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mewajibkan risiko 

dan keuntungan ditetapkan secara jelas di awal akad. 

e. Faktor penghambat kelima adalah minimnya pendampingan dan regulasi teknis 

dari pihak eksternal. Selama tiga tahun terakhir, tidak pernah ada bimbingan 

teknis dari DPMD Sumedang, MUI, maupun Inkubator BUMDes. Penyebabnya 

adalah Pemerintah Desa dan Kabupaten belum memiliki program khusus 

"BUMDes Syariah" yang dapat menjadi acuan. Akibatnya, BUMDes tidak 

memiliki standar akad yang baku dan terpaksa membuat aturan sendiri yang 

tidak sesuai dengan ketentuan syariah.  

Dari sisi pengembangan usaha, unit usaha jamur tiram pun tidak bisa naik 

kelas karena tidak ada pembinaan yang berkelanjutan. 

Untuk mengatasi kelima faktor penghambat tersebut, ada lima solusi strategis yang 

dapat diterapkan.  

Solusi pertama adalah edukasi dan sosialisasi Hukum Ekonomi Syariah 

melalui pelatihan selama satu hari dengan tema "Penerapan Akad Mudarabah di 

BUMDes", yang pematerinya berasal dari MUI Kecamatan, dosen UIN, dan 

pendamping DPMD.  

Pelatihan ini direncanakan dilaksanakan satu bulan setelah penelitian ini 

selesai, dengan target peserta lima orang pengurus BUMDES dan dua belas orang 

petani mitra yang wajib hadir dan menandatangani daftar kehadiran, sehingga 

output yang diharapkan adalah seluruh peserta memahami lima rukun mudarabah 

menurut Wahbah Zuhaili. 

Solusi kedua adalah pembuatan akad tertulis standar berupa "Surat Perjanjian 

Kerjasama Mudarabah" yang memuat pasal-pasal wajib, yaitu Pasal 1 tentang Para 

Pihak, Pasal 2 tentang Objek Usaha Jamur Tiram, Pasal 3 tentang Modal Rp 

15.000.000 dari BUMDES, Pasal 4 tentang Nisbah 60% untuk BUMDES dan 40% 

untuk petani yang harus jelas di awal, Pasal 5 tentang Jangka Waktu 1 Tahun, dan 

Pasal 6 tentang Ketentuan Kerugian yang 100% ditanggung oleh BUMDES. Akad 

ini dibuat oleh Notaris atau Pendamping Hukum Desa sehingga outputnya adalah 

terciptanya kepastian hukum dan terhindarnya praktik dari 

unsur gharar (ketidakjelasan). 



 

 
 

Solusi ketiga adalah penerapan sistem pembukuan transparan dengan 

mewajibkan adanya tiga buku, yaitu Buku Kas, Buku Penjualan, dan Laporan Laba 

Rugi. Format perhitungan mengacu pada "Komponen Umum", yaitu Laba Bersih 

= Total Penjualan - Biaya Operasional, dengan penanggung jawab Bendahara 

BUMDES bersama Ketua Kelompok Tani yang wajib menandatangani laporan 

setiap bulan, serta laporan tersebut diumumkan di Papan Informasi Desa setiap tiga 

bulan sekali. Output dari solusi ini adalah terwujudnya transparansi dan 

terhindarnya pengelolaan dari praktik khiyanat (pengkhianatan). Solusi keempat 

adalah penguatan kapasitas pengurus dengan cara mengirimkan satu orang 

pengurus untuk mengikuti pelatihan "Manajemen BUMDes Syariah" di Dinas 

Koperasi, merekrut satu orang Staf Ahli Ekonomi Syariah sebagai tenaga sukarela, 

serta membuat SOP tertulis untuk unit usaha jamur. 

 Outputnya adalah BUMDES memiliki personil yang mampu mengelola 

usaha sesuai dengan prinsip syariah. Solusi kelima adalah penguatan kelembagaan 

melalui pengajuan proposal ke DPMD Kabupaten Sumedang agar BUMDES 

Amanah Mandiri ditetapkan sebagai "BUMDES Rintisan Syariah" yang 

manfaatnya adalah mendapatkan Dana Hibah, Pendampingan, dan Sertifikasi, 

sekaligus menjalin kerjasama dengan Koperasi Syariah untuk tambahan modal dan 

perluasan pemasaran, sehingga outputnya adalah BUMDES naik kelas dan 

memiliki payung hukum kelembagaan yang lebih kuat. 

Dari seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat yang paling dominan berasal dari internal, yaitu rendahnya literasi dan 

lemahnya administrasi, dengan akar masalah utamanya adalah ketiadaan 

pemahaman dan kemauan untuk membuat akad syariah yang sah. Solusi prioritas 

yang harus segera dilakukan adalah tiga hal, yaitu Literasi melalui edukasi, 

Legalitas melalui akad tertulis, dan Laporan melalui pembukuan yang transparan.  

 

 

 


